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ABSTRAK

SULTAN SA’ADUDDIN AKIB (B012192015) “Peran Pemberian
Keterangan Ahli Oleh Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia Atas Penghitungan Kerugian Negara Terhadap Putusan
Hakim Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”. Dibawah
bimbingan Andi Muhammad Sofyan dan Audyna Mayasari Muin.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemberian keterangan
ahli oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas
penghitungan kerugian negara terhadap putusan hakim dalam pembuktian
tindak pidana korupsi dan hambatan yang dihadapi oleh Badan Pemeriksa
Keuangan dalam melakukan penghitungan kerugian negara serta dalam
memberikan pemberian keterangan ahli dalam persidangan di pengadilan.

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian
hukum normatif empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan dan
Pengadilan Negeri Makassar. Bahan hukum yang digunakan adalah
bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung berupa hasil
wawancara dan bahan hukum sekunder vyaitu data melalui studi
kepustakaan seperti literatur, buku, jurnal dan perundang-undangan.
Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara
diskriptif.

Hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa, (1).
Peran pemberian keterangan ahli oleh BPK dapat dikatakan sangat
penting tetapi alat bukti tersebut tidak mengikat hakim dalam memberikan
keputusan. Sehingga hakim memiliki hak dan kebebasan dalam
melakukan penilaian terhadap kesempurnaan dan kebenarannya, serta
hakim dapat menerima, menganggap dan menjadikan bahan
pertimbangan dari pemberian keterangan ahli oleh BPK tersebut atau
tidak. (2) Secara garis besar terdapat 2 (dua) hambatan dalam
melakukan pembuktian terkait tindak pidana korupsi, yaitu hambatan pada
saat penghitungan kerugian negara yang meliputi terbatasnya sumber
daya manusia, waktu pemeriksaan, dan hambatan pada saat proses
pemberian keterangan ahli yang meliputi hambatan psikologis, hambatan
komunikasi, dan jadwal sidang yang tidak tepat waktu.

Kata Kunci : Keterangan Ahli; Badan Pemeriksa Keuangan; Korupsi.



ABSTRACT

SULTAN SA’ADUDDIN AKIB (B012192015) “The Role Of Granting
Expert Information By The Indonesian Financial Examiner Auditor’s
Loss On The Judge’s Decision In Proof Of Criminal Offense”.
Supervised by Andi Muhammad Sofyan and Audyna Mayasari Muin.

The study aims to analyze the role of expertory by the Indonesian
finance ministry on assessing the state’s losses to the judges decision on
alleged criminal corruption and the obstacles it faced by the finance
ministry’s giving expert testimony in judicial proceedings.

The type of research used by the writer is the type of empirical law
study. The study is conducted at the finance ministry of the Indonesian
Republic of Sulawesi representative and the makassar district court. The
legal material used is the primary law ingredient, the data obtained directly
from interviews and secondary law materials, data through literature,
books, jurnals, and legislation studies. The material of the law is
qualitatively analyzed and presented in descriptive terms.

The results of the research, concluded that, (1) The role of giving
expert information by BPK is important but evidence is not binding on the
judge to render a ruling. So that the judge has the right and freedom to
make an appraisal of his perfection and truthfulness, and the judge can
either accept, regard and make into consideration the giving of expert
information by the body of the financial examiner or not. (2) In general,
there are 2 (two) obstacles to proving a link to the criminal corruption,
which is a drawback to the contry’s limited human resources, and time for
checkups. And also obstacles during the process of giving expert
explanations that include, psychological obstacles, communication
barriers, and inappropriate congregation schedules

Keywords : Expert Information; State Loss Count; and Corruption.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945, dikatakan bahwa
negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas hukum
(Rechtstaat), dan tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (Machstaat).
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum.* Semua hal
yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah
yang berkaitan dengan tujuan hidup masyarakat Indonesia harus sesuai
dengan hukum yang berlaku. Hal Ini menandakan bahwa negara
Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis dan tidak
lepas pada Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi
manusia dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, dan menjamin
semua warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan serta harus menjunjung hukum dan

pemerintahan itu dengan seyogyanya.?

Meskipun negara Indonesia berdasar atas hukum tetap saja masih
banyak sekelompok orang yang tidak peduli, bahkan mereka tetap
melakukan tindak kejahatan salah satunya tindak pidana korupsi. Padahal

hal tersebut sudah menjadi kesadaran kolektif, bahwa setiap tindakan

! Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang — Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
2 Andi Hamzah, Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1991. Hal. 2.



korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya karena tindakan korupsi
merupakan tindakan yang membebani masyarakat Indonesia, Khususnya
masyarakat miskin dan juga sangat membahayakan kestabilan keuangan

negara.

Tindak pidana korupsi tersebut seringkali mendapatkan perhatian
yang lebih jika dibandingkan dengan tindak pidana yang lain di berbagai
belahan dunia, mengingat tindak pidana korupsi merupakan tindakan
tercela yang sangat merugikan negara. Fenomena ini dapat dimaklumi
mengingat bahwa dampak negatif dan kemungkinan terburuk yang
ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan dalam
berbangsa dan bernegara. Korupsi ini merupakan suatu problematika
yang sangat serius, tindak pidana ini dapat membahayakan seluruh
stabilitas, keamanan, kenyamanan, ketentraman masyarakat, juga
membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta
dapat merusak nilai— nilai demokrasi dan moralitas yang selama ini
terjaga, karena perbuatan tersebut seakan menjadi sebuah budaya yang
sangat menguntungkan setiap orang, kelompok atau korporasi yang
melakukannya. Sehingga perbuatan korupsi ini merupakan ancaman

terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.?

Sejauh ini kasus tentang tindak pidana korupsi lebih banyak

dimaklumi oleh banyak pihak dari pada memberantasnya sampai tuntas,

% Nazir Nazar, Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak
Pidana Korupsi, https://www.neliti.com. Access 2 Desember 2020.



https://www.neliti.com/

padahal perbuatan tindak pidana korupsi tersebut merupakan salah satu
dari banyaknya jenis kejahatan (crime) yang dapat menyentuh berbagai
lapisan  baik yang menyangkut ideologi suatu negara, hak asasi,
perekonomian negara atau keuangan negara, maupun mengenai moral
bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku yang sangat buruk
yang cenderung sangat sulit untuk ditanggulangi. Perbuatan seperti ini
sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan serta

perkembangan bangsa di Indonesia.

Jika hal ini terjadi secara terus-menerus dan menjadi kebiasaan
dalam kurung waktu yang sangat lama, maka dapat meniadakan rasa
terhadap keadilan dan rasa terhadap kepercayaan atas hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi warga negara.
Perasaan terhadap tindak pidana korupsi tersebut memang terlihat
semakin lama semakin menipis, hal tersebut dapat dibuktikan dari
banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri
terhadap pelaku tindak pidana korupsi di dalam kehidupan masyarakat
baik dari golongan mudan maupun dari golongan orang tua dengan
mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat diperoleh dari hukum,
aturan perundang-undangan, dan juga para aparat penegak hukum yang

ada di Indonesia.*

Agar hal ini tidak terus menerus terjadi dan merugikan negara

maka para koruptor tersebut harus di hukum sesuai dengan peraturan

* Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi. Semarang : Sinar Grafika, 2005.



yang berlaku, dimana pihak yang berperang penting untuk mengambil
putusan penghukuman bagi para koruptor adalah Hakim. Maka dari itu,
seorang Hakim harus berhati-hati dalam mengadili perkara agar dapat
mengambil keputusan yang paling adil, karena dalam putusan hakim
terdapat hukum yang berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa yaitu
wakil dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menyelesaikan kasus yang

diajukan kepadanya.

Keyakinan hakim dapat memberikan dasar hukum bagi hakim
dalam memutus perkara pidana, khususnya dalam perkara korupsi.
Namun menurut pertimbangan hukum, bentuk putusan pidana yang
diuraikan dalam Pasal 197 KUHAP, tidak memuat keyakinan hakim dalam
pertimbangkan dari sudut pandang hukum. Oleh karena itu, sebagian
orang khawatir bahwa dalam pengambilan putusan pidana atas perkara
tindak pidana korupsi, hakim hanya akan mengikuti kehendak hakim
pengadilan lainnya, atau sebagian hakim hanya dapat memberikan suara
terhadap putusan pidana berdasarkan pertimbangan hukum. Hal ini dapat
menimbulkan keputusan yang tidak sejalan dengan rasa keadilan yang

diharapkan masyarakat.

Dalam pembuktian tindak pidana korupsi tentu melibatkan banyak
bukti untuk menentukan benar tidaknya tindak pidana tersebut telah
dilakukan. Kekuatan mengenai alat bukti terhadap putusan pengadilan
untuk menyelesaikan perkara-perkara terkait tindak pidana sangat penting

bagi siapa saja yang ingin menyelesaikan perkara dalam suatu tindak



pidana. Kekuatan alat bukti tersebut tentu sangat membantu serta
bermanfaat bagi aparat hukum dalam melakukan peyidikan  untuk
mengungkap suatu tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi,
karena dengan adanya alat bukti tersebut penyidik atau hakim dapat

melihat secara detail dan sejelas-jelasnya dalam melakukan pemeriksaan.

Dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(selanjutnya disebut sebagai KUHAP), menyebutkan bahwa terdapat 5

(lima) alat bukti yang sah diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Keterangan saksi;

b) Keterangan Ahli;

c) Surat;

d) Petunjuk;

e) Keterangan terdakwa.’

Untuk mencapai kebenaran yang diinginkan, seorang hakim tentu
membutuhkan dukungan semua pihak, hal ini termasuk keterangan ahli.
Dalam memberikan keterangan ahli akan didasarkan pada keahlian
khususnya. Sehingga apabila hakim tidak mengetahui sesuatu,
keterangan ahli wajib memberikan gambaran kepada hakim sebagai

bahan pertimbangan hukum atas keputusan yang akan diambil.

Terkait dalam proses pembuktian di pengadilan mengenai kerugian
negera dalam tindak pidana korupsi keterangan ahli juga menjadi salah
satu alat bukti yang sangat berpengaruh. Keterangan orang ahli tentu

sangat diperlukan karena jaminan mengenai akurasi dari hasil-hasil

*Andi Hamzah, KUHP & KUHAP Cetakan ke 17. Jakarta:Rineka Cipta, 2011,
him.30



pemeriksaan yang telah dilakukan oleh orang yang ahli atau para ahli
tersebut, didasarkan pada ilmu pengetahuan dan juga pengalamannya
yang berhubungan erat dengan bidang ilmu yang dimilikinya. Keterangan
orang yang ahli ini bertujuan atau bermanfaat untuk menjadi penambah
data atau informasi, sehingga seorang hakim dalam menilai bukti dan
membuat keputusan dapat didasari oleh pertimbangan hukumnya pada

keterangan ahli tersebut.®

Terkait tindak pidana korupsi, banyak cara yang dapat merusak
keuangan negara, salah satunya misalnya dalam pengadaan barang dan
jasa, mengurangi jumlah atau harga barang atau jasa yang dibutuhkan,
sehingga terdapat perbedaan. Perbedaan seperti inilah yang selanjutnya
dapat dihancurkan oleh para lain yang tidak bertanggung jawab. Dalam
masalah ini, para ahli dituntut untuk mengevaluasi kerugian negara dan
menghitung besarnya kerugian negara dalam proses pembuktian di

pengadilan dalam tindak pidana korupsi.

Dalam hal ini tenaga ahli yang dibutuhkan adalah Badan Pemeriksa
Keuangan (selanjutnya disebut BPK ), karena salah satu tanggung jawab
BPK adalah menilai keuangan negara yang mengalami kerugian,serta
memberikan keterangan ahli dalam proses pembuktian tindak pidana

korupsi seperti yang terdapat pada peraturan internal Badan Pemeriksa

® R.Soeparmono, Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum
Acara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2002, him.2



Keuangan yaitu Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun

2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli.

Setelah mengetahui kerugian negara, BPK menyampaikan hasil
laporan kerugian keuangan negara kepada instansi yang berwenang,
kemudian menyerahkan ke pengadilan sebagai keterangan ahli untuk
menjelaskan hasil laporan kerugian keuangan negara tersebut, agar
hakim pengadilan dapat memahami bahwa kasus telah ditangani setelah

sidang kasus laporan, karena korupsi telah merugikan keuangan negara.

Pemberian keterangan ahli yang diberikan oleh BPK RI tersebut
terkait tindak pidana korupsi bertujuan untuk memberikan terang terhadap
persoalan dan perkara yang terjadi yang telah sampai di muka pengadilan
guna untuk menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara
tindak pidana korupsi tersebut. Dengan begitu, diharapkan agar
penghitungan nilai kerugian negara oleh BPK yang disampaikan di depan
pengadilan sebagai pemberi keterangan untuk membuktikan adanya
tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi bahan pertimbangan hakim
tetapi mampu mempengaruhi putusannya dalam memutus suatu perkara

tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk
melaksanakan penelitian mengenai peran pemberian keterangan ahli oleh
auditor BPK RI wuntuk mengetahui bagaimana peran pemberian

keterangan ahli oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia



atas penghitungan kerugian negara, dan bagaimana hambatan yang
dihadapi oleh BPK RI dalam melakukan penghitungan kerugian negara
dan juga sebagai pemberi keterangan ahli dalam pembuktian tindak
pidana korupsi di persidangan. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk
membahasnya lebih konkrit dengan menuangkan dalam bentuk tulisan
tesis sebagai Tugas Akhir Program Magister dengan judul “Peran
Pemberian Keterangan Ahli Oleh Auditor Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Atas Penghitungan Kerugian Negara
Terhadap Putusan Hakim Dalam Pembuktian Tindak Pembuktian

Pidana Korupsi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam

penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran pemberian keterangan ahli oleh Auditor
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas penghitungan
kerugian negara terhadap putusan hakim dalam pembuktian tindak
pidana korupsi ?

2. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi oleh Auditor Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam melakukan
penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli di

persidangan?



C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peran pemberian keterangan ahli oleh Auditor
BPK RI atas penghitungan kerugian negara terhadap putusan
hakim dalam pembutkian tindak pidana korupsi.

2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Auditor BPK RI
dalam melakukan penghitungan kerugian negara dan pemberian
keterangan ahli di persidangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak,

manfaat penelitian tersebut ialah :

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka dapat
menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri dan
mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.

2. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat dan para
penegak hukum dalam menegakkan ketentuan hukum dengan
melibatkan para ahli dalam memberikan keterangan pada
persidangan dalam proses pembuktian tindak pidana.

3. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat
penegak hukum dalam upaya pembuktian tindak pidana dalam

persidangan.



E. Orisinalitas penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian, penulis melakukan

pencaharian untuk mendapatkan tulisan yang berkaitan, sebagai berikut :

1. Tesis oleh Iryana Anwar dengan judul “ Wewenang Auditor Badan
Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dalam
Mengungkap Kerugian Negara Terkait Tindak Pidana Korupsi di
Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (POLDA) Sul-Selbar. (Program
Magister llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
2018). Dalam penulisan tesis ini membahas tentang wewenang
kerja antara Auditor BPKP perwakilan Provinsi Sul-Selbar dan
Institusi Kepolisian Daerah Sul-Selbar hanya berdasarkan
permintaan bantuan untuk melakukan penghitungan kerugian
keuangan dan prekonomian Negara yang dilandasi dalam
kesepakatan kerjasama atau Memoradum of Understanding (MOU)
diantara Institusi Polri dan BPKP, sehingga disimpulkan BPKP
perwakilan Sulawesi Selatan memang memiliki peranan dalam
mengungkap adanya indikasi tindak pidana korupsi namun
kewenangan yang dimiliki BPKP hanya berdasar pada hubungan
permintaan penghitungan kerugian keuangan Negara dana atau
prekonomian negara di wilayah hukum Polda Sulawesi-Selatan,
Jika hasil audit yang dilakukan oleh BPKP menyatakan bahwa

terdapat indikasi kecurangan (Fraud) mengenai kerugian negara
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atau prekonomian negara maka penyidik dari Polda harus
meningkatkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, namun
apabila auditor dari BPKP menyatakan tidak ada indikasi kerugian
maka penyidikan harus dihentikan. Dari hasil tersebut maka dapat
dilihat bahwa terdapat perbedaan yang mendasar mengenai
penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu dengan memfokuskan
Peran pemberian keterangan ahli oleh Auditor BPK RI Atas
Penghitungan Kerugian Negara Dengan Putusan Hakim Dalam
Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, dengan menganalisis peran
pemberian keterangan ahli oleh BPK RI atas penghitungan
kerugian negara terhadap putusan Hakim dalam pembuktian tindak
pidana korupsi dan hambatan yang dihadapi oleh BPK RI sebagai
pemberi keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

. Tesis oleh Lussy Hernawati , dengan judul “Kebijakan Hukum
Pidana Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berupa
Pembayaran Uang Pengganti Oleh Terpidana Korupsi® (Program
Magister llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya
Wacana Salatiga, Tahun 2014). Dalam penulisan tesis ini
membahasa tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam hal
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berupa Pembayaran
Uang Pengganti Oleh Terpidana Korupsi antara lain Pasal 18 ayat
(1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan Surat Edaran
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Jaksa Agung No.B-28 / A/ Ft.l /05/ 2009 tanggal 11 Mei 2009,
mengenai Petunjuk Kepada Jaksa Penuntut Umum Dalam
Membuat Surat-Surat Tuntutan; dan Surat Jaksa Agung No.
1113/fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian ini
menjelaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara
harus berdasar pada aturan yang ada. Ketentuan pengembalian
kerugian keuangan negara dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3)
memberi peluang terpidana tidak mengembalikan kerugian
keuangan negara. Dari hasil tersebut maka dapat dilihat bahwa
terdapat perbedaan yang mendasar mengani penelitian yang akan
dikaji oleh penulis yaitu dengan memfokuskan Peran pemberian
keterangan ahli oleh BPK RI atas Penghitungan Kerugian Negara
dengan Putusan Hakim Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi,
dengan menganalisis peran pemberian keterangan ahli oleh BPK
RI atas penghitungan kerugian negara terhadap putusan Hakim
dalam pembuktian tindak pidana korupsi dan hambatan yang
dihadapi oleh BPK RI sebagai pemberi keterangan ahli dalam
pembuktian tindak pidana korupsi.

. Tesis oleh Ade Mahmud dengan judul “Problematika Asset
Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak
Pidana Korupsi” (Program Magister lImu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung, Tahun 2018). Dalam penelitian ini
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disebutkan bahwa Majelis Hakim dalam putusan Nomor
62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR telahmemberika hukuman pidana
penjara dan hukuman denda. Dilihat dari sisi kerugian ekonomi
menyisahkan problem trsendiri karena tidak memulihkan kerugian
materiil yang dialami Kabupaten Indragiri Hulu dan berdampak
pada keterlambatan pelayanan bagi masyarakat. Realitas ini tidak
sejalan dengan teori pengembalian asset (asset recovery) yang
setia pada prinsip “berikan kepada negara apa yang menajdi
haknya”. Hasil penelitian ini menunjukkan Putusan Nomor
62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN. PBR belum mengembalika kerugian
negara karena tidak memberikan pemulihan (restorasi) terhadap
kerugian materil yang diderita Kabupaten Indragiri Hulu yang
ditimbulkan akibat pertentangan antara pertimbangan hukum
dengan putusan akhirnya. Dari hasil tersebut maka dapat dilihat
bahwa terdapat perbedaan yang mendasar mengani penelitian
yang akan dikaji oleh penulis, dimana penulis memfokuskan pada
peran pemberian keterangan ahli oleh BPK RI Atas Penghitungan
Kerugian Negara Dengan Putusan Hakim Dalam Pembuktian
Tindak Pidana Korupsi, dengan menganalisis peran pemberian
keterangan ahli oleh BPK RI atas penghitungan kerugian negara
terhadap putusan Hakim dalam tindak pidana korupsi dan
hambatan yang dihadapi oleh BPK RI sebagai pemberi keterangan

ahli dalam pembuktian tindak pidana korupsi.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

A. Karangka Teori

1. Teori Sistem Pembuktian

Dilihat dari asal katanya, kata pembuktian berasal dari kata bukti
yang berarti suatu hal, suatu peristiwa dan lain sebagainya yang cukup
untuk memperlihatkan suatu hal atau peristiva tersebut, berarti
pembuktian adalah perbuatan membuktikan yaitu sama dengan memberi
atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran,
melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Definisi
pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa
pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha

menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam siding pengadilan.’

Pembuktian menurut pandangan ahli hukum antara lain, R. Soebakti
memberikan pengertian pembuktian adalah kegiatan untuk meyakinkan
hakim tentang kebenaran dalil-dalii yang dikemukakan dalam suatu
perkara di sidang pengadilan baik dalam perkara pidana maupun perkara
perdata. Dalam perkara pidana yang dituju adalah untuk memperoleh
kebenaran material, sedangkan dalam perkara perdata yang dituju adalah

untuk mendapatkan kebenaran formil.®

" Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan
Permasalahannya, Bandung: Alumni,1012, Him 159.
® R. Soebakti, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010, Him 1.
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Pendapat lain dari Sudikmo Metrokusumo mengemukakan bahwa
membuktikan mempunyai beberapa pengertian, dalam arti logis,
pembuktian berarti memberikan kepastian yang bersifat mutlak yang
berarti tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Dalam arti konvensional
ialah memberikan kepastian yang besifat nisbi yakni kepastian yang
didasarkan atas perasaan semata-mata atau conviction intime dan
kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang biasa disebut
conviction raisonee, dan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar
yang cukup kepada hakim untuk memberi kepastian tentang kebenaran

peristiwa hukum yang diajukan.’

Dalam ilmu hukum dikenal beberapa macam sistem atau teori
pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan
pemeriksaan terhadap di sidang pengadilan. Sejalan dengan
perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami
perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem
pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Adapun
sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana
yaitu conviction intime atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan
hakim semata-mata, conviction rasionne atau teori pembuktian
berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alsan yang

logis, Positif wettelijk bewistheorie atau teori pembuktian yang hanya

o Edddy OS. Hariej dalam Agustinus Pohan (et at), Hukum Pidana dalam

Perspektif: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum, Denpasar: Pustaka
Larasan, 2012, Him 198.
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berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-
undang secara positif, dan negatief wettelijk bewistheorie atau teori
pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti

dalam undang-undang secara negative.®

Penjelasan keempat system pembuktian tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut:

1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata-mata

(conviction Intime).

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka
(conviction Intime) lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk
menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya
bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap
terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati
nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan.
Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan
hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan

keyakinan hakim tersebut.**

2. Conviction Rasionne atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan

hakim dalam batas-batas tertentu atas alsan yang logis.

% Hendar Soetama, Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana, Bandung: Alumni,
2011, HIm 9.

' Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2007, HIm 185
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Menurut teori ini, bahwa suatu pembuktian dilakukan untuk
menentukan bahwa seorang terdakwa benar-benar bersalah dengan
berdasar pada keyakinan hakim. Seorang hakim memerlukan bukti
sebelum memutus suatu perkara pidana, tetapi tidak terikat pada alat
bukti yang terdapat dalam undang-undang. Hakim dapat memakai alat
bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa
atau mengabaikannya. Alat bukti yang digunakan hakim hanya
menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan
pegakuan terdakwa.

Positif Wettelijk Bewistheorie atau teori pembuktian yang hanya
berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-
undang secara positif

Teori ini menyebutkan bahwa suatu pembuktian dianggap benar
jika berdasar pada undang-undang . Artinya, seorang hakim hanya
dapat melakukan penilaian untuk memberikan pembuktian jika
berdasar pada aturan perundang-undangan yang ada, sehingga
menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dalam menilai
suatu pembuktian di luar undang-undang.

Negatief Wettelijk Bewistheorie atau teori pembuktian berdasarkan
keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-
undang secara negative.

Teori ini  merupakan suatu perpaduan antara sistem

pembuktian conviction raisonnee dengan sistem pembuktian menurut

17



B.

undang-udanng secara positif (positive wetteljik bewijstheorie). Teori
ini mengajarka bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa
ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan
dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.*?
Berdasarkan dari penjelasan di atas, penulis simpulkan bahwa
pembuktian merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan
oleh seseorang untuk memberikan atau memperlihatkan bukti,
melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan
menyaksikan dan meyakinkan hakim mengenai kebenaran yang telah
terjadi terhadap suatu perkara di depan persidangan. Dalam teori
pembutkian tersebut di peroleh pernyataan bahwa terdapat 4 (empat)
sistem pembuktian yaitu sistem pembuktian berdasarkan keyakinan
hakim semata-mata (conviction intime), conviction rasionne atau teori
pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu
atas alasan yang logis, positif wettelik bewistheorie atau teori
pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian
yang disebut oleh undang-undang secara positif, negatief wettelijk
bewistheorie atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim
yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negative.

Alat Bukti dalam KUHAP

Secara umum alat bukti dalam perkara tindak pidana adalah semua

hal yang berhubungan dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-lat

2 https://doktorhukum.com/teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana/ pada pukul

13.35 WITA
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bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna
menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak

pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.?

Bambang Waluyo memberikan batasan alat bukti adalah suatu hal
(barang dan nonbarang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat
dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan
maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan. Jenis-jenis alat
bukti bergantung pada hukum acara yang dipergunakan, misalnya acara
pidana, acara perdata atau acara tata usaha negara.**

Berkaitan alat-alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia
diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) yang memberikan pengaturan secara limitatif terhadap alat-alat
bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana yang terdiri dari
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan
terdakwa yang dalam perkembangannya alat-alat bukti mengalami
perkembangan misalnya pengaturan alat bukti elektronik sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Unddang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan

berbagai undang-undang tindak pidana khusus lainnya (lex specialis)

' Ibid. Hal 89.
4 Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia,
jakarta:Sinar Grafika. 1992, him.3.
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terhadap ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Alat-alat bukti
sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yakni

keterangan saksi;
keterangan ahli;

surat;

petunjuk dan
keterangan terdakwa®®.

PO oT®

1. Keterangan Saksi

Syarat sahnya keterangan saksi, alat bukti keterangan saksi
merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir
semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan
keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan
alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti
keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau
“the degree of evidence” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau
kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan
beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi.
Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat
bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan
ketentuan sebagai berikut:

1. Harus mengucapkan sumpah atau janiji;

2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti;

3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan;

4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.*®

* Rahma Amin.Loc.cit. Hal.90
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2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan seseorang
yang memiliki keahlian khusus tentang suatu perkara pidana yang sedang
terjadi dalam persidangan. Berkenaan dengan keterangan ahli, pada
Pasal 306 ayat (1) H.l.R diberikan ketentuan bahwa, “berita orang ahli
yang diangkat karena jabatan untuk menyatakan pertimbangan dan
pendapatnya tentang keadaan suatu perkara, hanya boleh dipakai untuk
memberi keterangan kepada hakim.’

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dikutipkan di atas, secara
tegas telah disebutkan bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat
bukti yang sah, sejajar dengan beberapa alat bukti lainnya, vyaitu
keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Tetapi,
walaupun keterangan ahli telah diklasifikasi sebagai alat bukti yang sah,
keterangan ahli hanya mendapatkan pengaturan yang amat singkat dalam
beberapa Pasal KUHAP. Pada Pasal 1 butir 28 KUHAP diberikan definisi
tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah keterangan ahli, yaitu
sebagai berikut.

‘keterangan ahli” adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang

yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan
pemeriksaan”.*®

'° Bastianto Nugroho, Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan
hakim Menurut KUHAP. Vol.32 No.1 Januari 2017. Hal. 27-28

' R.Tresna, Komentar HIR. Jakarta: Pradya Paramita cet.Ke 6, 1976. HIm.264

A H.G. Nusantara, et al, KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana,
Djambatan, Jakarta, 1986, hal. 7-8
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Dari sudut dan tujuan keterangan ahli inilah ditinjau makna
keterangan ahli sebagai alat bukti. Manfaat yang dituju oleh pemeriksaan
keterangan ahli guna kepentingan pembuktian. Kalau hakim, penuntut
umum atau terdakwa tidak memahami arti dan tujuan keterangan ahli, hal
itu bisa menimbulkan kekacauan dalam pemeriksaan. Seandainya hakim
kurang memahami pengertian tentang suatu keadaan, dan penjelasan
hanya dapat diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus. Bila
mana perkaranya sudah cukup terang tidak perlu diminta keterangan ahli,
karena bertentangan dengan tujuan pemeriksaan keterangan ahli ditinjau
dari segi pembuktian. Untuk apa membuang waktu dan merepotkan
meminta keterangan abhli, jika dari hasil pemeriksaan alat bukti lain,
kesalahan terdakwa sudah cukup terang dan terbukti. Akan tetapi
sebaliknya, kenapa sidang pengadilan tidak segera meminta keterangan
ahli, jika seandainya majelis hakim yang memeriksa perkara itu gelap dan
samar tentang suatu keadaan yang memerlukan pemecahan oleh seorang
ahli. Hakim pada dasarnya bukan manusia generalis yang serba tahu.*

Jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti
yang sah, yakni diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan
penyidikan atas permintaan penyidik. Ahli membuat laporan atau visum et
repertum dan dibuat oleh ahli yang bersangkutan, yang bernilai sebagai

alat bukti yang sah menurut undang-undang. Keterangan ahli yang

¥ M. Yahya Harahap, Pembahasan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua. Jakarta:
Sinar Grafika, 2000. HIm.299.
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diminta dapat disampaikan di sidang peradilan, yang diajukan oleh
penuntut umum, penasihat hukum.

Keterangan ahli dapat disampaikan secara lisan dan langsung
dicatat dalam berita acara oleh panitera, dengan diucapkan di atas
sumpah atau janji dan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah
menurut undang-undang. Keterangan ahli merupakan salah satu ciri khas
dari perkembangan hukum acara pidana modern sehingga sangat
berguna untuk membuat jelas dan terang suatu tindak pidana yang
dilakukan terdakwa.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang
yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan
(Pasal 1 butir 28 KUHAP).

Dari keterangan ahli di atas, lebih jelas lagi bahwa keterangan ahli
tidak dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi juga meliputi seorang
ahli dan pengalaman dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus.?

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis simpulkan bahwa
keterangan ahli adalah suatu keterangan atau informasi yang diberikan
oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang sesuatu yang
diperlukan untuk membuat suatu terang terhadap perkara pidana untuk

kepentingan pemeriksaan.

%% Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di
Indonesia. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2011. HIm. 75-76.
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3. Surat
Surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda
baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Di
dalam KUHAP tidak terdapat penjelasan mengenai nilai kekuatan
terhadap alat bukti surat. Dalam hal ini hanya dapat dijelaskan secara
teoretis saja serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip
pembuktian yang diatur dalam KUHAP.
1. Ditinjau dari Segi Formal
Alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan ¢
KUHAP adalah alat bukti yang sempurna karena bentuk dari
surat-surat tersebut adalah resmi sesuai dengan formalitas yang
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan
dipenuhinya ketentuan formal dalam pembuatannya serta dibuat
dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang
berwenang dan pembuatan serta keterangan yang terkandung
dalam surat itu dibuat atas sumpah jabatan, maka ditinjau dari
segi formal alat bukti surat seperti yang disebut pada Pasal 187
huruf a, b, dan ¢ KUHAP adalah alat bukti yang bernilai
sempurna, dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut:
a. Sudah benar kecuali dapat dilumpuhkan oleh alat bukti yang
lain (alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli

atau alat bukti keterangan terdakwa);
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b. Semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk
dan pembuatannya;

c. Juga tak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang
dituangkan pejabat berwenang di dalamnya sepanjang isi
keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat
bukti yang lain.

2. Ditinjau Secara Materiil
Kalau ditinjau secara materiil maka semua alat bukti yang
disebut dalam Pasal 187 KUHAP bukanlah merupakan alat
bukti yang disebut dalam Pasal 187 KUHAP bukanlah
merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Nilai
kekuatan pembuktian alat bukti surat mempunyai nilai
pembuktian yang bersifat bebas, seperti yang dipunyai oleh alat
pembuktian keterangan saksi, alat pembuktian keterangan ahli.
Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya, hakim

dapat menggunakan atau menyingkirkannya.**

4. Petunjuk

Perihal petunjuk, secara umum dapat diartikan sebagai suatu tanda
atau isyarat yang dapat dimengerti dan dipahami dengan maksud untuk
memberitahu, menunjukkan, memberi arah, membimbing kepada suatu

tujuan tertentu yang hendak dicapai. Hal ini berarti bahwa petunjuk sangat

! Geraldo Angelo Luntungan, Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.Lex Crime Vol.Vii/No.5/Jul/2018.Hal.58
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diperlukan keberadaannya dalam rangka mencapai suatu maksud atau
tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Tanda adanya petunjuk yang
memadai maka dapat dipastikan bahwa pencapaian terhadap suatu
tujuan tertentu tidak dapat berjalan dengan maksimal atau bahkan dapat
menghambat dan menjadi kendala dalam pencapaian tujuan tersebut.

Alat bukti petunjuk sebagai salah satu alat bukti dalam perkara
pidana di persidangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 188 KUHAP
memberikan pengaturan tentang petunjuk sebagai berikut:

a. Petunjuk adalah suatu isyarat atau tanda yang karena
persesuainnya antara yang satu dan yang lainnya dapat
memberikan tanda yang mengisyaratkan telah terjadi suatu
perbuatan tindak pidana.

b. Petunjuk sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat diperoleh
dari:

1) Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi;

2) Surat;

3) Keterangan yang diberikan oleh terdakwa;

4) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk
dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan
arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan
dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan

hati nuraninya.
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Dari ketentuan Pasal 188 KUHAP di atas, pembuktian yang
didasarkan pada petunjuk-petunjuk di dalam sebagai alat bukti itu tidak
mungkin akan dapat diperoleh oleh hakim tanpa mempergunakan suatu
redenering. Maksudnya adalah suatu pemikiran tentang adanya
persesuaian antara kenyataan yang satu dan kenyataan yang lain, atau
antara kenyataan dan tindak pidanya sendiri.??

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang penempatannya
berada pada urutan terakhir dari urutan alat bukti yang disebutkan dalam
Pasal 184 KUHAP. Mengapa alat bukti ini disebut dengan istilah
keterangan terdakwa KUHAP tidak memberikan penjelasan. H.I.R
menyebutkan alat bukti keterangan terdakwa dengan istilah pengakuan
tertuduh yang mengandung makna adanya suatu pernyataan apa yang
dilakukan seseorang, dalam hal ini tertuduh. Sementara keterangan
terdakwa, kurang menonjolkan adanya suatu pernyataan apa yang
dilakukan oleh seseorang, hanya sekedar keterangan saja atau suatu
penjelasan bukan suatu pengakuan atau pernyataan yang mengandung
suatu pengakuan.

Menurut bunyi Pasal 189 ayat (1) KUHAP “Keterangan terdakwa
ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia
lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Kalau kita hanya

memperhatikan bunyi Pasal 189 ayat (1) KUHAP maka keterangan

22 Rahman Amin.Loc.cit. Hal.111-113
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terdakwa di luar sidang, sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat
bukti yang sah. Apakah memang demikian, untuk itu marilah kita teliti
bunyi Pasal 189 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Keterangan terdakwa
yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu
menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh alat
bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.?®
C. Tinjauan Umum tentang Badan Pemeriksa Keuangan
1. Pengertian Badan Pemeriksa Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan, mengatur tentang Kedudukan, Tugas, dan
Kewenangan BPK, dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut dinyatakan,
Badan Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu lembaga negara yang
bebas dan mandiri dalam memeriksan pengelolaan dan tanggungjawab
keuangan negara.

Menurut Pasal 3 Undang-undang tersebut mengatur bahwa BPK
berkedudukan di Ibu Kota negara dalam hal ini di Jakarta, dan BPK
memiliki perwakilan di setiap provinsi, yang mempunyai 9 (sembilan)
keanggotaan, yang masa jabatannya selama 5 (lima) Tahun. Dalam

melakukan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

8 Azmi Afifurrahman K.D.Asimin, Alat Bukti Keterangan Terdakwa dan Kekuatan
Pembuktian Menurut Pasal 183 KUHAP. Lex Crimen Vol. VII/No. 2 /April/2018. Hal. 129-
130
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mempunyai beberapa ruang lingkup diantaranya adalah pemeriksaan

keuangan, kinerja dan tujuan tertentu.?*

2. Tugas dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan

Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa

Keuangan, Pasal 6 Ayat :

().

).

3).
(4).

®).

(6).

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dantanggungjawab
keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank
Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan
Umum, Badan Usaha Milik Negara, dan lembaga atau badan
lain yang mengelola keuangan negara.

Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud paa
ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang
pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan
negara.

Pemeriksaan BPK, mencangkup pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik
berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil
pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan
dipublikasikan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan
pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan
standar pemeriksaan keuangan negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas
BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan BPK.?

Dalam melakukan pemeriksaan, ada beberapa tahap yang dilalui

BPK dalam melaksanakan pemeriksaan diantaranya sebagai berikut :

% sarbudin Pajaitan. Auditor dalam Perkara Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai
Keadilan. (Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama.2018.HIm. 16-17.
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Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2006 tentang Badan

Pemeriksa Keuangan,Pasal 6 ayat (1-6)
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1. Tahap prencanaan,

2. Pelaksanaan, dan

3. Pelaporan hasil pemeriksaan.

Setiap tahap prinsipnya dilaksanakan secara bebas dan mandiri.
Pemeriksaan yang dilakukan secara bebas dan mandiri akan
mengahasilkan laporan hasil pemeriksaan secara objektif, sehingga dapat
diketahui persoalan sesungguhnya dari pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara, dan selanjutnya dapat direkomendasikan secara tetap
untuk memecahkan persoalan tersebut.?®

Dalam pelaksanaanya penghitungan kerugian negara/daerah BPK
harus memperhatikan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Memahami jenis Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan

Negara (selanjutnya disebut TPKKN),

2. Mempelajari dan memahami mengenai dasar hukum kegiatan

yang menjadi objek pemeriksaan,

3. Mempelajari dan memahami jenis transaksi yang ada,

4. Mengidentifikasi mengenai waktu dan tempat terjadinya

Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara,
5. Menentukan apa penyebab dari terjadinya kerugian
6. Pengumpulan bukti, bukti tersebut harus mendukung temuan

pemeriksaan, bukti harus valid, konsisten, dapat diandalkan,

®Meike Rayu Raba’. Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam
Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan
Pemerintahan Yang Baik Menurut UU No.15 Tahun 2006. Lex Crime
Vol.IV/No.3/Mei/2007.HIm.155.
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bukti harus relevan yaitu mempunyai hubungan yang logis dan
arti penting bagi temuan pemeriksaan yang bersangkutan

7. Evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang didapatkan dari
aparat penyidik harus memperhatikan kebutuhan data bagi
pemeriksaan yang akan dilakukan.

8. Analisis dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
yang menjadi dasar darsuatu transaksi atau kegiatan mengenai
entitas yang sedang diperiksa.?’

Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah, BPK berwenang
untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang
diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
yang dilakukan oleh bendahara, pengelolaan Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang
menyelenggaraan pengelolaan keuangan Negara serta memantau
penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh
pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain,
pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada daerah,
pengelolaan BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola
keuangan negara yang telah oleh ditetapkan BPK serta pelaksanaan
pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk

?” Kerjasama dengan BPK/BPKP dalam Lidik dan Sidik Tipikor. Diambil dari
https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/POLRI_Kerjasama%2520dgn%2520BP
K-BPKP%2520dIm%2520Tipikor.pdf. Pada 16 April 2021. Pukul 14.25.
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diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai
dengan kewenangannya.

Selain itu, BPK juga mempunyai kewenangan untuk memberikan
pendapat kepada DPR, DPD dan DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah
Daerah, Lembaga negara lain, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan
Umum, BUMD, Yayasan, dan Lembaga atau badan lain, yang diperlukan
karena sifat pekerjaannya, memberikan pertimbangan atas penyelesaian
kerugian negara/daerah  yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat/Pemerintah Daerah serta memberikan keterangan ahli dalam
proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.?

Dalam hal memberikan keterangan ahli, BPK harus berlandasan
pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, Pasal 11 huruf ¢ yang
berbunyi:

“BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan
mengenai kerugian negara/daerah”.®

Adapun tata cara pemberian keterangan ahli oleh BPK tersebut
diatur lebih lanjut dalam peraturan BPK RI No. 3 Tahun 2010. Selanjutnya
putusan Mahkama Konstitusi Nomor 54/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa
keterangan ahli BPK dapat dimina keterangan dalam kapasitas sebagai
saksi. Amar putusan tersebut menyatakan bahwa pemeriksa yang bekerja

untuk dan atas nama BPK dapat dimintai keterangan dalam kapasitasnya

*® Tinjauan Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Diambil dari : http://e-
journal.uajy.ac.id/6942/3/MIH201802.pdf. Pada 17 April 2021. Pukul 13.42.

» Undang-undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2006 tentang Bdan
Pemeriksa Keuangan. Pasal 11 huruf C.
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sebagai saksi apabila pemeriksa tersebut merupakan pemeriksa yang
menemukan adanya tindak pidana.*

Berdasarkan dari uraian di atas penulis simpulkan bahwa Badan
Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut BPK) adalah suatu lembaga
pemerintahan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara/daerah yang dilakukan
secara objektif, bebas dan mandiri dengan pemeriksaan yang berfokus
pada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu.

D. Jenis-Jenis Putusan Hakim
1. Pengertian Putusan Hakim

Dalam mewujudkan adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian
hukum bagi para pihak yang berperkara maka putusan hakim merupakan
salah satu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh masyarakat pencari
keadilan. Putusan hakim atau sering juga disebut putusan pengadilan,
diambil melalui mekanisme yang panjang, sebagai wujud dari
melaksanaknan dan menegakkan hukum. Putusan hakim adalah
pernyataan hakim yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang
diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan yang terbuka untuk
umum dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara

atau sengketa antara para pihak. Bukan saja diucapkan yang disebut

% BPK Dapat menjadi saksi dan Memberikan Keterangan Ahli dalam Sidang
Pidana.2017. diambil dari : https://jakarta.bpk.go.id/bpk-dapat-menjadi-saksi-dan-
memberikan-keterangan-ahli-dalam-sidang-pidana/. Pada 17 April 2021. Pukul 14.07.
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putusan, melainka juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis
dan kemudian diucapkan oleh hakim dalam persidangan.

Putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara diharapkan
tidak hanya boleh melihat dari segi ketentuan perundang-undangan saja,
tetapi juga diharapkan harus mempertimbangkan rasa keadilan dan
kemanfaatannya. Pertimbangan terhadap keadilan, kemanfaatan, dan
kepastian hukum haruslan dapat diwujudkan demi untuk penegakan
hukum yang baik.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Gustav Radbruch dalam
bukunya, bahwa penegakan hukum harus dipenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu
kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dimana di antara ketiganya
harus ada kompromi, yang dalam praktek tidak mudah untuk mencapai
ketiga unsur tersebut. Dalam implementasinya terkadang sulit untuk
mensinergikan antara ketiga unsur tersebut, terutama antara unsur
keadilan dan unsur kepastian hukum, yang bisa saling bertentangan.
Dalam doktrin ajaran hukum dari para ahli hukum memang telah
dikemukakan sebagai teori maupun argumentasi yang menekankan pada
keutamaan masing-masing di antara ketiganya tersebut yaitu keadilan,
kepastian, dan kemanfaatan.®*

Untuk itu maka diharapkan pemahaman hakim terhadap kemajuan
perkembangan jaman yang semakin pesat, yang berdampak pula pada

perkembangan hukum, harus diimbangi dengan pengembangan

¥ Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian HukumDalam Putusan
Hakim. Jakarta: Sinar Grafika Offset.2019, Hal 118-119
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pengetahuan yang tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-
undangan saja. Hakim diharapkan tidak saja berpatokan pada aturan
hukum tertulis (undang-undang) saja, melainkan harus pula juga melihat
peraturan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,
sebagaimana yang dikemukakan Satjipto Rahardjo yang mengatakan
bahwa:*

“Hakim memutus tidak hanya membaca undang-undang melainkan

melakukannya didasarkan pada pilihan nilai yang menjadi landasan

kebijakan publik, sedangkan kebijaksanaan publik tertinggi di negeri
ini adalah pemahaman dan pendalaman dari pancasila. Mungkin
tidak ada profesi di Indonesia yang membutuhkan pemahaman dan
pedoman terhadap pancasila, lebih dari pada hakim.Menjadi hakim

di Indonesia benar-benar dituntut untuk memiliki pengetahuan yang

luas dan mendalam tentang pancasila”.

Dalam mengambil keputusan, hakim harus benar-benar
memperhatikan pertimbangan yang digunakan agar para pihak dapat
mengerti mengapa hakim sampai pada kesimpulan suatu putusan yang
demikian. Hakim tidak boleh hanya tergantung pada keterangan saksi-
saksi saja, lebih dari itu, hakim harus memberi ikhtisar dan setiap
keterangan saksi-saksi dan alat pembuktian.

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim sabagai berikut:

Adapun jenis-Jenis putusan hakim sabagai berikut:
1. Pemidanaan/verodeling

Putusan pemidanaan atau biasa juga disebut verodeling adalah

suatu putusan yang dapat diberikan apabila hakim atau pengadilan

% satjipto Rahardjo, Sisi Lain Dari llmu Hukum di Indonesia, Kompas,Jakarta,
2006, HIm.227
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berpendapat bahwa seorang terdakwa tersebut secara sah terbukti
telah melakukan perbuatan pidana atau meyakinkan menurut hukum
bahwa perbuatan tersebut perbuatan salah yang dapat dikenakan
pidana.

2. Putusan bebas (Vrijsraak/acquittai)

Putusan bebas atau Vrijsraak/acquttai dapat diberikan apabila
seorang hakim berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan
yang telah dilakukan seorang terdakwa tidak terbukti telah melakukan
suatu perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya. Tidak
terbuktinya dakwaan tersebut menjadi penyebab diberikannya putusan
bebas oleh hakim.*

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat diberikan apabila
majelis hakim berpendapat bahwa suatu perbuatan yang telah
didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan yang
didakwakan tersebut bukanlah suatu perbuatan pidana sehingga

terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.3*

Berdasarkan uraian di atas penulis simpulkan bahwa putusan
hakim adalah pernyataan hakim yang dibuat oleh hakim itu sendiri yang
merupakan pejabat negara yang diberikan kewenangan oleh undang-

undang untuk memutus hukuman bagi setiap pihak yang dituntut yang

* Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana
Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,2014, him.194

* sandro Unas, Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak
Pidana Korupsi, Lex Et Societatis Vol.VII/No.4/Apr/2019, him.58
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dinyatakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum untuk
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa, bukan saja yang diucapkan
secara lisan melainka juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk
tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dalam persidangan. Jenis-
jenis putusan hakim terdiri dari 3 (tiga) putusan yaitu putusan pemidanaan
(verordeling), putusan bebas (vrijspraak), dan putusan lepas/ pelepasan

dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging).

E. Pengertian Kerugian Keuangan Negera

Kerugian keuangan negara dalam dimensi hukum Administrasi
Negara memiliki definisi yang jelas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1
angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang keduanya sama-sama

mendefinisikan:

‘kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang, surat
berhaga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.>

Artinya, kerugian negara dapat berbentuk kerugian uang, surat
berharga, dan barang dalam ruang lingkup definisi keuangan negara
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006

% Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa

Keuangan.
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tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2009 jo. UU 20 Tahun 2001, namun dipersempit dengan spesifikasi
berupa: yang nyata dan pasti jumlahnya, akibat perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai. Dengan demikian, kerugian keuangan
Negara harus nyata dan pasti jumlahnya sebanding dengan pengertian
keuangan Negara itu sendiri. Bahkan menurut M. Yusuf Johan yang

termasuk kerugian negara adalah pemborosan yang berbentuk:

a. Perbuatan melawan hukum (PMH) mengeluarkan uang untuk
sesuatu yang tidak direncanakan oleh negara/daerah, tidak
didasarkan pada analisis kebutuhan, serta tidak dianggarkan.

b. Berkurangnya hak daerah, karena hilangnya pendapatan (yang
sudah masuk sebagai pendapatan maupun yang sifatnya potensi
pendapatan).

c. Bertambahnya kewajiban (kriteria untuk menentukan bertambahnya
kewajiban ini adalah terdapatnya PMH atau tidak) yang tidak
dianggarkan oleh oknum pejabat, bukan untuk kepentingan negara.

d. Pembayaran lebih atas nilai yang seharusnya dibayar :

1. Pembayaran atas kerugian yang volumenya kurang atau
tidak sesuai spesifikasi;

2. Pembayaran atas proyek yang belum selesai

3. Pembayaran atas barang/jasa yang melebihi harga pasar;

e. Pembelian dengan nilai yang tinggi dengan harga pasar atau
pembandingannya dengan spesifikasi, tempat, dan tahun yang
sama, maka selisih harga merupakan kerugian (bukan
pemborosan).>®

Dengan demikian penulis simpulkan bahwa kerugian keuangan
negara adalah kurangnya uang, dokumen negara, dan barang dengan
jumlah yang pasti yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok

dan memiliki unsur perbuatan melawan hukum yang berakibat dapat

% Suhendar, Konsep Kerugian Keuangan Negara. Jatim: Kelompok Instrans
Publishing. 2015 hal. 151
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menimbulkan kerugian terhadap suatu negara baik disengaja maupun

karena lalai.

F. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi sebenarnya berasal dari bahasa latin corruption.
Selanjutnya, disebutkan bahwa corruption itu berasal pula dari dari kata
asal corrumpere, suatu bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin
itulah turun kebanyakan bahasa eropa, seperti Inggris: corruption, corrupt,
Perancis: corrupratio, dan Belanda : corruption (korruptie). Dapat kita
memberanikan diri bahwa bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun

ke bahasa Indonesia “korupsi”.*’

Subekti danTjitrosoedibio menyatakan corruptie adalah perbuatan
curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Adapun
Baharuddin Lopa dengan mengutip pendapat David M.Chalmes
menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang
menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi
di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal
ini diambil dari definisi “financial manipulations and deliction in jurious to

the economy are often labeled corrupt”.®®

7 AndiHamzah, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan
Internasional, Jakarta, Rajawali Press, 2007 HIm.7

% pendidikan Anti Korupsi, Jakarta, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI,
2013, HIm.12
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Jeremy Pope menyatakan bahwa korupsi adalah
menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Namun
korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip
“‘mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang
ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh
pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan.
Sekali prinsip mempertahankan jarak ini dilanggar dan keputusan dibuat
berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul.
Contohnya, konflik kepentingan dan nepotisme, prinsip mempertahankan
jarak ini adalah landasan untuk organisasi apapun untuk mencapai
efisiensi.*

Sementara itu dalam kesempatan diskusi dengan peneliti, Direktur
Transparencylinternational India, secara lebih sederhana mendefinisikan
korupsi sebagai “the use of public office for private gain”. Jadi segala
tindakan penggunaan barang publik untuk kepentingan pribadi adalah
termasuk kategori korupsi. Transparency International sendiri sebagai
lembaga Internasional yang sangat menaruh perhatian terhadap korupsi di
negara-negara di dunia dan menyoroti korupsi yang dilakukan oleh
birokrasi, mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik
politikus maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan legal
memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya,

dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan

% Jeremi Pope, Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas

nasional, Jakarta. Yayasan Obor Indonesia, 2003, him.30
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kepada mereka. Pengertian ini lebih dilatarbelakangi karena korupsi yang

dilakukan oleh birokrasi memiliki dampak dan pengaruh negatif yang

besar dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat secara nasional.

Namun demikian, suatu tindakan dapat dikategorikan korupsi siapa

pun pelakunya apabila memenuhi unsur-unsur :

1.

Tindakan tersebut merupakan suatu penghianatan atau
perbuatan yang merusak kepercayaan.

Merupakan tindakan penipuan yang dilakukan baik kepada
badan pemerintah maupun lembaga swasta yang dilakukan
untuk mendapatkan keuntungan.

Suatu perbuatan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok
orang, atau korporasi dengan melalaikan kepentingan umum
untuk kepentingan pribadi atau kepentingan khusus.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau
dirahasiakan, kecuali orang-orang vyang terlibat yang
mempunyai kekuasaan mengagapnya tidak perlu.

Yang terlibat dalam perbuatan atau tindakan tersebut lebih dari
satu orang/pihak.

Adanya perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan
dalam jumlah besar baik berupa uang maupun dalam bentuk

lain.
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7. Diputuskannya suatu perbuatan korupsi dikehendaki bagi
mereka yang memiliki kewenangan dan kekeuasaan.
8. Terdapat upaya untuk menutupi suatu perbuatan korup yang
dikemas dalam bentuk pengesahan hukum.
9. Menunjukan fungsi dan peran ganda yang sangat kontradiktif
terhadap mereka yang melakukan tindak pidana korupsi.
Beberapa peneliti dan ahli menyimpulkan bahwa suatu perbuatan
korupsi dapat diartikan sebagai tindakan dan perilaku buruk yang
menyimpan atau melanggar aturan, norma atau kaidah, dan etika hukum
dengan menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki,
mengingkari sumpah dan amanat yang dilaksanakan untuk
kepentingan/keperluan guna memperkaya diri sendiri, kerabat ataupun
orang lain.*® Dan salah satu cara agar korupsi tidak terjadi yaitu dengan
menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku, sebagaimana tujuan hukum
pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah
melakukan suatu tindak pidana.**
Berdasarkan dari berbagai definisi di atas mengenai korupsi,
penulis menyimpulkan bahwa korupsi adalah suatu perbuatan curang
yang merugikan keuangan negara dan merupakan tindakan tidak terpuiji

serta menyimpan dan melanggar aturan yang dilakukan oleh seseorang

% Sukiyat. Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi.Surabaya: CV.Jakad Media
Publishing.2020, HIm.5-7

“L Andi Sofyan dan Nur Azisa. Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Pers.
2016, HIm.84
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yang memiliki wewenang atau jabatan tertentu dengan tujuan untuk

memperkaya diri sendiri, keluarga dan orang lain.

2.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana

korupsi apabila memenuhi berbagai unsur yang telah ditetapkan. Adapun

unsur-unsur tindak pidana korupsi tersebut, yaitu sebagai beriku:

a.

Melakukan suatu tindakan guna memperkaya diri sendiri, kelompok
atau suatu badan. “perbuatan memperkaya” artinya perbuatan yang
dilakukan dengan alasan apa saja, misalnya mengambil, memindah
bukukan, menandatangani suatu kontrak dan lain sebagainya,
sehingga orang yang terlibat dalam pembuatan kontrak tersebut
bertambah kaya.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk melawan hukum,
‘melawan hukum” di sini dapat diartikan baik secara formil maupun
secara materil. Unsur ini harus dibuktikan karena perbuatan tersebut
disebutkan secara tegas dalam rumusan delik mengenai tindak pidana
korupsi.

Perbuatan tersebut baik secara langsung maupun secara tidak
langsung sangat merugikan keuangan negara dan/atau prekonomian
negara, atau tindakan tersebut diketahui atau patut disangka oleh
pelaku bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau

prekonomian negara.
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Bahwa perbuatan secara langsung atau tidak langsung tersebut

yang merugikan keuangan negara dan/atau prekonomian negara harus

dapat dibuktikan kebenarannya secara objektif; dimana, hakim dituntut

untuk dapat mendengar pendapat dari keterangan saksi ahli atau lebih

dari satu orang untuk mengetahui secara jelas kapan ada keadaan yang

benar-benar “merugikan” itu. Dari rumusan itu tampak bahwa delik ini

merupakan delik materiil.

Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa seseorang dianggap

melakukan tindak pidana korupsi apabila:

a.

Secara sengaja dengan maksud untuk melawan hukum dengan
melakukan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri , kelompok atau
orang lain, sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan keuangan negara atau prekonomian negara.

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atas orang lain atau
sesuatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara
atau prekonomian negara.

Memberikan hadiah atau janji, dimana hadiah atau janji tersebut
diberikan kepada pegawai negeri dengan mengingat sesuatu
kekuasaan dan kewenangannya yang melekat dan ada pada jabatan
atau kedudukan yang dimilikinya. Alasan yang wajar, tidak

melaporkan hadiah atau janji tersebut kepada yang berwajib dalam
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waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima suatu pemberian

atau janji.*?

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi
Setelah mengetahui tentang arti definisi korupsi, tentu saja untuk

memahami korupsi kita harus tahu tentang bentuk-bentuk tindakan
korupsi.*®*  Menurut perspektif hukum pemberantasan korupsi secara
gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang
No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan
pasal-pasal yang disebutkan tersebut, korupsi dapat dirumuskan ke
dalam 30 (tiga puluh ) bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal
tersebut menyebutkan secara terperinci mengenai perbuatan-perbuatan
yang dapat dikenakan sanksi pidana karena korupsi. 30 (Tiga puluh)
bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada hakikatnya dapat
digolongkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara.

2. Suap-menyuap.

3. Penggelapan dalam jabatan.

4. Pemerasan.

5. Perbuatan curang

2 Gradios Nyoman Tio Rae. Good Governance dan Pemberantasan Korupsi.
Jakarta: Saberro inti persada. 2020, Hal. 53

3 |swarta Bima. Pencegahan-Pencegahan Korupsi. Jawa Tengah: Desa Pustaka
Indonesia. 2019.
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6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.

7. Gratifikasi.**
1. Kerugian keuangan negara

Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara merupakan suatu
tindakan yang sengaja dilakukan untuk mencari keuntungan dan sebagai
perbuatan atau tindakan yang bersifat melawan hukum, biasanya
dilakukan oleh mereka yang sering menyalahgunakan jabatan dan
kekuasaannya. Contoh dari korupsi ini adalah perbuatan yang dengan
sengaja mengambil keuntungan dari pembayaran pajak, misalnya
pembayaran dengan jumlah sekian kemudian dibayar dengan jumlah yang
berbeda. Sehingga perbuatan buruk seperti ini harus segera ditindak.
2. Korupsi suap menyuap

Perbuatan suap menyuap sendiri merupakan suatu tindakan atau
perbuatan dengan memberikan sejumlah uang atau barang lainnya
dimana pemberian tersebut diterima dan dilakukan oleh pejabat
pemerintah untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan
kewajibannya. Contoh dari perbuatan suap menyuap ini yakni seseorang
yang karena jabatannya mempunyai posisi kedudukan yang tinggi
kemudian memberikan suap kepada seorang hakim, pengacara atau
advokat dengan maksud agar hakim, pengacara atau advokat tesebut

melakukan suatu perbuatan yang melanggar dari yang seharusnya.*

4 Ade Mahmud. Pengembalian Aset Tindak Pidana korupsi Pendekatan Hukum
Progresif. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2020.Hal.13

4> Adami Chazawi. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Malang, Media
Nusa Kreatif, 2018. Hal. 27
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3. Penggelapan dalam jabatan

Perbuatan penggelapan dalam jabatan juga merupakan suatu
perbuatan yang termasuk ke dalam kategori penyalahgunaan jabatan,
yakni suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah.
Dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki seseorang tersebut
dapat melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan bukti
atau dengan sengaja membiarkan orang lain untuk merusak barang bukti
dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan
negara.
4. Tindakan Pemerasan

Tindakan pemerasan merupakan suatu tindakan atau perbuatan
yang dilakukan oleh para penyelenggara negara atau pegawai negeri
dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompok/orang lain
dengan maksud melawan hukum atau dengan menyalahgunakan
kewenangan dan kekuasaannya dengan melakukan pemaksaan pada
seseorang untuk memberikan sesuatu, melakukan pembayaran, atau
dengan menerima pembayaran, dan untuk melaksanakan sesuatu bagi
dirinya sendiri.*®
5. Perbuatan curang

Perbuatan curang merupakan suatu perbuatan yang tidak jujur atau
perbuatan yang tidak adil dimana akibat dari perbuatan tersebut dapat

merugikan orang lain. Perbuatan curang ini pada umumnya terjadi dengan

“° Novi Fuji Astuti. Merdeka.com.2020. Mengenal Jenis-Jenis Korupsi Yang

Sering Dilakukan, Lengkap Dengan Contohnya. Diambil dari: https//m.merdeka.com
Pada Oktober 2021.
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motif untuk mencari keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk
orang lain secara melawan hukum. Perbuatan curang dalam undang-
undang tipikor diantaranya adalah berbentuk sebagai berikut:

a. Pemborong/ ahli bangunan

b. Setiap orang yang mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya
pembangunan dan dengan sengaja membiarkan perbuatan
curang terjadi.

c. Setiap orang yang menyerahkan barang keperluan TNI atau
Kepolisian melakukan suatu perbuatan curang yang dapat
mengancam dan membahayakan keselamatan negara.*’

6. Benturan kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam suatu pengadaan terkait
barang/jasa pemerintah merupakan suatu situasi dimana pegawai
negeri atau penyelenggara negara yang secara langsung ataupun
tidak langsung turut serta dalam suatu pemborongan, pengadaan,
persewaan, yang dalam melakukan suatu perbuatan tersebut untuk
secara keseluruhan atau sebagian ditugaskan dalam mengawas
atau mengurusinya.

7. Gratifikasi

Gratifikasi adalah suatu perbuatan dengan cara memberikan suatu

hadiah baik berupa uang, berupa barang, potongan/rabat, komisi, fasilitas

penginapan gratis, pinjaman tanpa bunga, perjalanan wisata dan

4" Mansur Kartayasa. Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan
Legislasi dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: PT Belebat Dedikasi Prima.2017, Hal 35
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pemberian lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang didapatkan di dalam
negeri maupun didapatkan di luar negeri dan yang dilaksanakan atau
dilakukan melalui elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Semua gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara dapat dianggap sebagai pemberian suap, apabila pemberian
tersebut mempunyai hubungan dengan jabatannya dan merupakan
perbuatan yang berlawanan dengan klewajibannya, dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Gratifikasi dengan nilai sepuluh juta atau lebih maka

pembuktiannya dilakukan oleh penerima gratifikasi,

b. Gratifikasi dengan nilai kurang dari sepuluh juta maka

pembuktiannya harus dibuktikan oleh penuntut umum.*®

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di
atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana
lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada
Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis
tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi itu adalah sebagai berikut;

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi.

2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak
benar.

3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.

4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi
keterangan palsu.

5. Orang yang memegang rahasi jabatan tidak memberikan
keterangan atau memberikan keterangan palsu.

“8 Elisabeth Bethesda. Masyarakat Memandang Gratifikasi Dalam Tindak Pidana
Korupsi, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidilan Ganesha, Vol. 5 No.2
.2019. Hal. 69
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6. Saksi yang membuka identitas pelapor.*®

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat simpulkan bahwa
bentuk-bentuk korupsi terdapat 30 (tiga puluh) bentuk yang kemudian
dapat digolongkan dalam 7 (tujuh) bentuk tindak pidana korupsi yaitu
terdiri dari kerugian keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan,
pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan
dan gratifikasi. Selain dari bentuk korupsi ini, terdapat pula jenis tindak
pidana yang berkaitan dengan korupsi seperti sesorang yang merintangi
peroses pemeriksaan korupsi, seseorang yang dimintai keterangan
namun tidak memberikan secara nyata dan benar, pihak bank yang tidak
memberikan keterangan rekening dari tersangka, seorang saksi atau ahli
yang sengaja memberikan keterangan palsu, seseorang yang memegang
rahasia jabatan dan tidak memberikan keterangan sebagaimana
mestinya, kemudian saksi yang membuka atau mempublikasikan
mengenai identitas pelapor. Semua dari bentuk atau jenis korupsi tersebut
merupakan suatu perbuatan buruk yang dapat merusak tatanan
berbangsa dan bernegara. Sehingga dari semua jenis tindakan korupsi
harus mendapat ganjaran dan hukuman sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar perbuatan atau tidak pidana

korupsi tersebut tidak lagi terjadi.

9 \bid
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G. Kerangka Pikir

Penelitian ini membahas peran pemberian keterangan ahli oleh
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas penghitungan
kerugian negara terhadap putusan hakim dalam pembuktian tindak pidana
korupsi sebagai salah satu alat bukti dalam melakukan pembuktian di
depan persidangan terkait kerugian negara dalam tindak pidana korupsi
untuk mewujudkan keadilan dalam memutus perkara pidana. Hal ini akan
dikaji dengan pendekatan normatif empiris yakni menjelaskan relevansi
tersebut melalui beberapa literatur ataupun melalui penelitian lapangan.
Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah berdasarkan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam proses penghitungan nilai kerugian negara yang dilakukan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau selanjutnya
disebut BPK RI dalam tindak pidana korupsi sebelum memberikan
keterangan di depan persidangan terdapat beberapa tahap, yaitu dimulai
dengan tahap penyidikan untuk menyamakan persepsi antara Badan
Pemeriksa Keuangan dan Aparat Penegak Hukum dan untuk menentukan
apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum.
Tahap selanjutnya yaitu tahap pengitungan yang bertujuan untuk
menentukan penanggung jawab atas kerugian negara serta menentukan
besar nilai kerugian. Dalam hal ini terdapat 3 (tiga) tahapan yang
dirangkum menjadi tahap rencana penyelenggaraan, pelaksanaan, dan

laporan hasil pemeriksaan.
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Dalam pemberian keterangan ahli yang dilakukan oleh BPK RI
tentu saja terdapat hambatan-hambatan baik hambatan pada saat proses
penghitungan kerugian negara maupun hambatan pada saat pemberian
keterangan ahli di depan persidangan. Hambatan pada saat proses
penghitungan kerugian negara meliputi adanya data yang tidak relevan,
sulitnya mendapat keterangan dari pihak terkait, lokasi pemeriksaan yang
tidak mudah untuk ditempuh dan lain-lain. Dan hambatan pada saat
pemberian keterangan ahli di persidangan yang meliputi, faktor sikologis,
hambatan komunikasi, jadwal sidang yang tidak tepat waktu serta
hambatan mengenai penguasaan materi.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis terapkan dalam
bentuk kerangka pikir. Dimana kerangka pikir merupakan suatu
argumentasi. Kerangka pikir tersebut diuraikan dengan singkat dalam

bentuk suatu bagan, sebagai berikut:
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Bagan Kerangka Pikir

Peran Pemberian Keterangan Ahli Oleh Auditor Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Atas Penghitungan Kerugian
Negara Terhadap Putusan Hakim
Dalam Pembuktian Tindak
Pidana Korupsi

A 4

Peran Pemberian Keterangan Ahli
Oleh BPK RI Atas Penghitungan
Kerugian Negara Terhadap Putusan
Hakim Dalam Pembuktian Tindak
Pidana Korupsi.

Indikator:

- Kewenangannya Badan
Pemeriksa Keuangan.

- Tahapan Pemeriksaan Meliputi:
Tahap Perencanaan,
Pelaksanaan dan Laporan Hasil
Pemeriksaan.

- Penggunaan Sistem Mandaory.

- Alur permintaan keterangan abhli
oleh instansi terkait.

- Pendapat Hakim Mengenai Peran
BPK Dalam Memberikan
Keterangan Ahli Di Persidangan.

Hambatan Yang Dihadapi Oleh
BPK RI Dalam Melakukan
Penghitungan Kerugian Negara
Dan Pada Saat Pemberian
Keterangan Ahli Dalam
Pembuktian Tindak Pidana
Korupsi di Persidangan

Indikator:

— Faktor Penghambat Pada
Saat Proses Penghitungan
Kerugian Negara, dan

— Faktor Penghambat Pada
Saat Pemberian Keterangan
Ahli di Persidangan

!

Peran Pemberian Keterangan Ahli Oleh Auditor Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia sangat penting tetapi tidak mengikat
hakim dalam memberikan keputusan
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Definisi Operasional
Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembuktian
Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman tentang
cara-cara yang dibenarkan untuk membuktikan kesalahan yang
didakwakan kepada terdakwa dalam suatu perbuatan tindak pidana.
Pembuktian juga dapat dikatakan sebagai suatu ketentuan yang
mengatur tentang alat-alat yang dibenarkan oleh undang-undang
dan dapat dipergunakan oleh hakim di dalam persidangan untuk
memutuskan benar salahnya suatu perkara serta dapat
membuktikan kesalahan yang didakwakan khususnya dalam perkara
tindak pidana.

2. Keterangan Ahli
Keterangan ahli adalah suatu keterangan atau informasi yang
diberikan oleh seseorang yang cakap dan dianggap ahli di bidangnya
yang mempunyai kemampuan dalam memberikan penjelasan atau
keterangan mengenai suatu perkara yang sedang terjadi guna untuk
memberikan terang dan keyakinan akan suatu perbuatan pidana
yang telah terjadi. Keterangan ahli ini sangat diperlukan untuk
membuat suatu terang dalam pembuktian tindak pidana.

3. Badan Pemeriksa Keuangan
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Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut BPK) adalah suatu
lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan
terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara/daerah
yang dilakukan secara objektif, bebas dan mandiri dengan ruang
lingkup pemeriksaan keuangan, kierja dan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu.

. Kerugian negara

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga/ dokumen
penting, dan barang yang nyata dengan jumlah yang pasti sebagai
akibat melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, kelompok,
dan korporasi baik sengaja maupun lalai dengan tujuan untuk

mendapat keuantungan yang nyata.

. Hakim

Hakim adalah seseorang yang merupakan pejabat negara dimana
tugas dan kewenangannya diatur dalam undang-undang tugas untuk
memimpin persidangan dalam rangka memutus dan menetapkan
hukuman bagi setiap pihak yang dituntut. Selain itu, hakim memiliki
tugas untuk menyelesaikan perselisihan hukum secara final dan

terbuka dengan hasil keputusan yang berkekuatan tetap.

. Putusan hakim

Putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh seseorang
hakim yang dibuat oleh hakim itu sendiri yang merupakan pejabat

negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk
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melaksanakan tugas dalam memutus hukuman bagi seluruh pihak
yang dituntut dan yang dinyatakan di muka persidangan yang
terbuka untuk umum untuk menyelesaikan suatu perkara atau
sengketa, bukan saja yang diucapkan secara lisan melainka juga
pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian

diucapkan oleh hakim dalam persidangan.

. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh
seseorang atau kelompok orang baik yang disengaja maupun yang
tidak disengaja  yang memiliki unsur kesalahan yang tidak
diperbolehkan atau dilarang yang diancam dengan pidana tertentu
sesuai dengan aturan yang jelas.

. Keuangan Negara

Keuangan Negara adalah seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan
dengan pendapatan negara yang dikelola oleh negara baik berupa
uang, barang atau surat berharga yang bukan merupakan milik
seseorang atau perusahaan lain.

. Korupsi

Korupsi adalah suatu perbuatan tercela yang sangat merugikan
keuangan negara dan merupakan tindakan tidak terpuji serta
menyimpan dan melanggar aturan yang dilakukan oleh seseorang

yang memiliki wewenang atau jabatan tertentu dengan tujuan untuk
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memperoleh keuntungan atau memperkaya diri sendiri, keluarga dan
orang lain.

10.Hambatan pada saat proses penghitungan kerugian negara, yaitu
suatu kendala yang dihadapi oleh suatu instansi yang mempunyai
kewenangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan
keuangan Negara. Hambatan tersebut bisa berupa data yang tidak
relevan, pihak dari instansi yang diperiksa tidak memberikan
informasi atau dokumen yang seharusnya, lokasi objek pemeriksaan
tidak mudah untuk ditempuh, dan data tidak kompeten.

11.Hambatan pada saat persidangan adalah suatu hambatan atau
kendala yang terjadi pada saat mulai sampai dengan berakhirnya
proses persidangan. Hambatan tersebut dapat berupa faktor
sikologis, hambatan komunikasi, jadwal sidang, dan kurangnya

penguasaan materi.
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